PROVINS| SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR [7¢ TAHUN 2014

TENTANG

KELURAHAN BINAAN PROGRAM PENINGKATAN PERANAN WANITA

Menimbang

Mengingat

MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA

WALIKOTA PADANG,

. bahwa untuk mengikuti Pemilmian dan evaluasi:  Progam

Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera
Tingkat Propinsi perlu mempersiapkan Kelurahan vang akan
mewakili Kota Padang;

. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 118

Tahun 2013 tentang Penetapan Kelurahan Binaan dan
Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan Pembinaan P2W-KSS
Kota Padang Tahun 2013, telah ditetapkan Kelurahan Lambung
Bukit sebagai Kelurahan Lckasi Kegiatan Program Peningkatan
Peranan Wanita menuju Kcluarga Schat S¢jahtera (Tahun [j;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota
tcntang Kelurahan Binaan Program Peningkatan Peranan Wanita
menuju Keluarga Schat Scjahtcra.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomeor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Ncgara Tahun 2008 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemecrintah Pusat dan Pemerintah Dacrah
(Lecmbaran  Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 32852);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Ncgara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4867);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Pcraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);



Menetapkan

HESATU

KEDUA

KETIGA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadva Daerah Tingkat II Padang

(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun
1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga Teknis Daerah
Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012
Nomar 15);

11. Peraturan Dacrah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Kelurahan Binaan Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita menuju
Keluarga Schat Sc¢jahtera Kota Padang Tahun 2014 sebagai berikut:

a. Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah sebagai lokasi
Binaan Lanjutan (Tahun IlI);

b. Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk
Kabung sebagai Lokasi Binaan yang akan dievaluasi tahun 2014;

c. Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh sebagai Lokasi
kegiatan Peningkatan Peranan wanita menuju Keluarga Sehat
Sejahtera (Tahun I).

Kepada Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu hurui b
diberi bantuan dana sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
yang digunakan untuk Bahan Bangunan dalam rangka persiapan
penilaian Tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2014.

Segala biaya vyang timbul akibat ditetapkannya Keputusan im
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Padang Tahun Anggaran 2014, Belanja Langsung Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
kegiatan Koordinasi antar Instansi dan lembaga kemasyarakatan
Kode Rekening 1.22.01.17.05.5.2.2.02.0001.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal % yni 2014

WALIKOTA PADANG

MA LDI

Tembusan Keputusan i disampaikan kepada Yth :

. Bpk. Gubernur Propinsi Sumatera Barat;

. Bpk. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propins: Sumatera Barat ;
Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang;

Sdr. Camat bersangkutan,

Sdr. Lurah yang bersangkutan;

Pertinggal.
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